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PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR _ b TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAFERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang  : a. bahwa untuk meclaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8§ Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b, bahwa Rancangan Peraturan Dacrali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Perubahan yang diajukan scbagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008
vang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBID Perubahan scrta prioritas dan
plafon anggaran yang telah disepakatr bersama antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD pada tanggal 15 Okotober 2008

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu
menctapkan Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Perubahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008,

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
(.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor §3):

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bunn dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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6.

9.
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undang Nomor 12 Tahun 1994 (I cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35609);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Dacrah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) scbagaimana telah diubah dehgan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan [.embaran Negara Nomor 4048):

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 30688):

Undang-undg Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara: Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286):

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan I.embaran Negara Nomor 4389):

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penaelnlaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R:publik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan embaran Ncgara Nomor -+400);

Undang-undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan- Nasional (Lembaran Negara Republik [ndoaesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang - Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan
L.embaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan  Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 1ambahan Lembaran Negara
Nomor 4090):




Lh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Fahun 2001 tentang Pajak (F embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan |.embaran Negara
Nomor 4138):

So0 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang  Retribusi Dacrah
(LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

L6, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (I.embaran
Negara: Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

[7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengdlolaan Keuangan
Badan Tayanan Umum (Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

I8, Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang  Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

19, Peraturan Pemecrintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 4574):

20, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor '37. Tambahan
L.embaran Negara Nomor 4575);

210 Peraturan Pemerintan vomor 56 Tobhon 2005 entang Siatent luiormasi

Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

I38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576):

220 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Hibah (1.embaran Negara
Republik - Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4377):

I
o

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 entang Pedoman Penyusunan dan
Pencrapan Standar Pelayanan Minimal (ILembaran Negara Republik Indonesia
Fahun 2005 Nomor 150, Tambahan [Lembaran Negara Nomor 4585);

250 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan, Keuangan dan
Kmcerja Instansi Pemerintah (Lembaran Neeara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614):

20, Peaturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah:

e — " — -




270 Peraturan Daeraly Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 20 )4 tentang Pokok-
pokok Pengelolaar Keuangan Dacral:

t
s

Keputusan Gubernyr Nomor : 800/KPTS/VI/2008 tanggal 24 Nopember
2008. Tentang I:valuasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam T entang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran Dan
Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN  DAN BELANJA  DAERAH PERUBAHAN TAHUN
ANGGARAN 2008.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2008
semula berjumlah Rp. 361.550.194.000 - bcrtambah/bcrkurang scjumlah
Rp. 2.268.852.300.,- sehingga menjadi Rp. 363.819.046.300.- dengan rincian
sebagai berikut

I. Pendapatan

& Semula Rp. 361.550.194.000.-
b. Bcrtambah/(berkurang) Rp.  2.268.852.300.-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan ... Rp.363.819.()4().3()0,-

2. Belanja

a. Semula Rp. 413.720.712.000. -
b. Bertan.bah / (bcrkurzmg) Rp. N__l_j%._él‘()j);}g]_.‘(ﬂﬂ._-
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 428.220.039.610.-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

I) Semula Rp. 52.1 70.518.000,-
2) Bcrlumbah/(bcrkurzmg) Rp. 12.230.475.31 0,-
Jumlah Penerimaan setelal Perubahan Rp. 04.400.993.310,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. Nihil
2) Bcrtambah/(berkurang) Rp Nihil
Jumlah Penerimaan sctelah Perubahan Rp. 64.400.993.3] 0,-
Jumlah Pembiayaan neto setelal perubahan. Rp.  Nihil

Stsa [.ebih Pembiayaan anggaran sctelah perubahan R 1hi
o ol embiayaan anggaran setelah perubahan Rp. Ninn



Pasal 2

(1) Pendapatan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Pendapatan Asli Dacrah

1) Semula Rp. 6.277.172.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 855.594.300.-
Jumlah Pzndapatan Asli Daerah sctelah Perubahan Rp. 7.132.766.300,-
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 344.181.278.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil -
Jumlah Dana Perimbangan sctelah Perubahan Rp. 344.181.278.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Dacrah yang sah
1) Semula Rp. 11.091.744.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.413.258.000.-
- Jumlah Lain-lain pendapatan dacrah yang syah
sctelah Perubahan Rp. 12.505.002.000,-
(2) Pendapatan Daerah schbagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri
dari Jenis Pendapatan :
a. Pajak Daerah
1) Semula Rp. 985.342.000,-
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 193.279.000.-
Jumlah Pajak Daerah sctelah Perubahan Rp 1.178.621.000.-
b. Retribusi Dacrah
- 1) Semula Rp.2.041.057.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp.  14.091.000.-
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 2.055.148.000,-

¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah

yang dipisahkan

1) Semula Rp. Nihil
2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang dipisahkan
Sctelah Perubahan Rp. Nihil
¢. Lain-lain Pendapatan Asli  Daerah
yang sah
1) Semula Rp. 3.250.773.00 ).~
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 648.224.300.-

Jumlah Lain-lain pendapatan ash dacrah sctelah Perubahan  Rn.  3.898.997.300,-




(3} Dana Perimbangan sehagaimana dimaksud dalam avat Co harat b terdirg
dari Jenis Pendapatan -

& Dana Bagi Hasil scjumlah

1) Semula Rp. 125.406.808.000.-
2) BcrtamImh/(bcrkur'zmg) Rp. Nihil .-
Tumiah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 125.406.808.000. -

b. Dana Alokasi Umum

I') Semula Rp. 186.301.470.000,-
2) Bertmnbah/(berkur;mg) Rp. Nihil .-
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 186.301.470.000.-
¢. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 32.473.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil .-
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 32.473.000.000,-

(4)  Lain-lain Pendapatan Dacrah yang sah scbagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf ¢ terdiri dari Jenis Pendapatan -

a. Ilibah

1) Semula | Rp. Nihil
2) Beritambah/(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. Nihil

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. Nihil
2) Bertambal/(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp. Nihil

¢. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 11.091.744.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp.  1.413.258.000.-
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 12.505.002.000,-
d. Dana  Penyesuaian  dan Otonomi
Khusus
1) Semula Rp. Nihil
2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus

setelah Perubahan CRpe o Nindl




d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau
dari Pemerintah Dacrah lainnva
1) Semula Rp. Nihil
2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil

Jumlah dana bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

setelah Perubahan Rp. Nihil
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 113.908.734.000,

2) Berfambah/(berkurang) Rp. 1.979.587.19C -
Jumlah belanja tidak langsung sctelah Perubahan Rp. 111.929.146.810,-
Belanja Langsung

1) Semula Rp. 299.811.978.000.-

2) Bertambah/(berkurang Rp. 16.478.914.000.-
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 316.290.892.800,-

(2) Bclanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
terdirt dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 102.500.385.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.340.624.940).- )
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 100.159.560.060,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp.. Nihil
2) Bertambah/(berkurang) Rp Nihil
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan ‘ Rp. Nihil

¢. Belanja Subsidi

[) Semula Rp. Nihil
2) Bertambab/(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. Nihil

d. Belanja Hibah
) Semula Rp. 6.572.349.000.-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 81.237.750.-

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 6.653.586.750,-




¢ Belanja Bantuan Sosial

) Semula Rp. 4.086.000.000,-
2) Bcrlnmbuh/(bcrkumng) Rp. 180.000.000.-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 4.266.000.000,-
f. Belanja Bagi Hasil
1) Semula Rp. Nihil
2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp Nihil

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. Nihil
2) Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. Nihil

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 750.000.000,-
2) Bertambah/(bcrl\'urang) Rp. 100.000.000.-
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 850.000.000,-

(3)  Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri
dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1Y Semula Rp. 25.621.670.489 -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.590.672.000 -
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 28.212.342.489.-

b. Beianja Barang dan Jasa

[) Semula Rp. 89.379.705.130.-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.459.405.900.-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 98.839.111.030,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 184.810.602.381 -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.428.836.900.-
Jumlah belanje modal setelah Perubahan Rp. 189.239.439.281 -

Pasal 4

(1) Pembiayaan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
& Pencrimaan sejumlah Rp. 64.400.993.310.-

1) Semula Rp. 52.170.518.000.-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.230.475.310.-

sumlah penerimaan sctelah Perubahan Rp. 64.400.993.310.-

b. Pengeluaran sejumlah Rp. Nihil




I) Semula Rp. Nihil
2) Bcrlambah/(bcrkurung) Rp Nihi]
Jumlaly pengeluaran scetelah Perubahan Rp Nihil
(2)  Penerimaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari
Jenis Pembiayaan :
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 04.400.993 3] 0,-
1) Semula Rp. 52.170.518.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.230.475.31 0,-

Jumlah SILPA anggaran  tahun sebelumnya  setelah Perubahan
Rp. 64.400.993 .31 0,-

b.  Pencairan Dang Cadangan sejumlah Rp Nihil
1) Semula Rp. Nihil
2) Bcrlumbah/(bcrkumng) Rp___ Nihil
Tumlah pencairan dang cadangan setelah Perubahan Rp Nihil

. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
sejumlah Rp Nihil
) Semula Rp. Nihil
2) Bcrlzunbah/(hcrkurzmg) Rp Nihil
Jumlah hasil kekayaan dacraly yang dipisahkan
sceteleh Perubahan Rp Nihil

d. Penerimaan Pimjaman Dacrah scjumlah Rp Nihi]

1) Semula Rp. Nihil
2) Bcrlambah/(hcrklu'zmg) Rp Nihi]
Jumlah penerimaan pinjaman dacrah sctelah Perubahan Rp Nihil

¢. Pencrimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp  Nihil

1) Semula Rp. Nihi]
2) Bcrtznnbah/(bcrkurang) Rp ____Nihil

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman
sctelah Perubahan Rp Nihil
¢. Penerimaan Prutang Dacrah scjumlah Rp  Nihi]
1) Semula Rp. Nihil
2) Bcrtambah/(berkurang) Rp Nihil
Jumlah penerimaan piutang daerah
scetelah Perubahan Rp Nihil
(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haruf b terdiri darj
Jenis Pembiayaan - -
4. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp Nihil

[) Semula Rp. Nihil

2) Bcrlambah/(berkurang) Rp Nihil
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Timlah pembentakan dang cadangan sctelah Perubahan Rp Nihil
b. Penvertaan Modal (Investast) Pemerintah Dacrah
sejumlah Rp Nihil
l') Semula Rp. Nihil

2) Bertaml)&l]/(l)Cl'kLlr‘zlxlg) Rp Nihil

Jumlah penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah

sctelah Perubahan Rp Nihil
¢. Pembayaran Pokok Utang scjumlah Rp Nihil
1) Semula Rp. Nihil
2) Ber'ambah/(bcrkurang) Rp Nihil
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp Nihil
b. Pemberian Pinjaman Daerah scjumlah Rp Nihil
1) Semula Rp. Nihil
2) Bcr[umbuh/(bcrkurang) Rp Nihil
Jumlah pemberian pinjaman dacrah sctelah Perubahan Rp Nihil

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran 1 Ringkasan APBD Perubahan;

2. Lampiran II Ringkasan ~ APBD  Perubahan m:nurut  Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

\US]

Daerah,  Organisasi. Pendapatan, Belanja

Pembiayaan;

Lampiran Il Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi  Perubahan Belanja  Daerah

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah

dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan

7. Lampiran VIl  Dunar Penyertaan Modal ¢ Tnvactaci Nasrah )




Puasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Pemerintah Kota Pagar Alam tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 7 o

- ' ' ’ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal d_i'urrludaﬁ‘gikéh“.m
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 22 MNopemRer , 2008

- A

WALIKOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 BpReMmBERS 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DRS. H. A. FACHRI, MM
NIP. 010091301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008 NOMOR .......... SERI .........




